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WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 157 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan dan
guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari
kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari
kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;

b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan Pemberian
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan
menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat
BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota
Probolinggo.



5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah
Kecamatan.

6. Lembaga Perberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LPM
Kota Probolinggo.

7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah
Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
soial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

9. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal
yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat
Disperkim adalah Disperkim Kota Probolinggo.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah wuntuk menjabarkan
ketentuan Bantuan Sosial berupa barang yang diberikan dalam bentuk Rehabilitasi
RTLH, dimana belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian
hukum yaitu sebagai petunjuk teknis pemberian Bantuan Sosial berupa
Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah

Daerah melalui Disperkim.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4
Sasaran program rehabilitasi RTLH adalah mayarakat berpenghasilan
rendah/keluarga miskin/tidak mampu yang bertempat tinggal tetap dan
memiliki identitas kartu tanda penduduk Kota Probolinggo yang belum pernah
mendapatkan bantuan sejenis.
Rumah yang dibantu adalah RTLH milik sendiri yang dapat dibuktikan dengan
sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang secara sah secara hukum.
Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial dengan kondisi sebagai
berikut :
a. tidak permanen dan/atau rusak;
b.dinding dan atap sudah rusak atau dibuat dari bahan yang mudah
rusak/lapuk sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan
penghuninya;
c. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan
d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar, kamar mandi, cuci

dan kakus.

Pasal 5
Tata cara pengajuan usulan bantuan sosial rehabilitasi RTLH diusulkan oleh
LPM melalui Kelurahan kepada Pemerintah Daerah.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan secara tertulis melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, setelah mendapat persetujuan Ketua RT
dan Lurah setempat.
Usulan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat data
nama, identitas kependudukan dan alamat calon penerima bantuan sosial
rehabilitasi RTLH sebagai bahan rekomendasi usulan penerima bantuan sosial
kepada Walikota.
Usulan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diajukan
1 (satu) tahun sebelum APBD tahun anggaran berjalan atau sebelum APBD

tahun anggaran berikutnya ditetapkan bersama oleh Walikota dan DPRD.

Pasal 6

Penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota

dan Disperkim mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial kepada
BPPKAD.



Pasal 7
Besaran anggaran pemberian Bantuan Sosial rehabilitasi RTLH kepada masyarakat
adalah sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Disperkim pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8
(1) Laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh Disperkim dengan dibantu oleh pihak
Kelurahan sebagai rehabilitasi RTLH tingkat kelurahan dan pekerja sosial
masyarakat setempat sebagai tenaga pendamping.
(2) Untuk pelaksanaan pengawasan rehabilitasi RTLH, Disperkim dapat

mengikutsertakan tim/tenaga ahli.

Pasal 9
(1) Disperkim melakukan monitoring pelaksanaan rehabilitasi RTLH.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara
memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan dukungan yang

diperoleh selama pelaksanaan rehabilitasi RTLH.

Pasal 10
(1) Disperkim melakukan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi RTLH.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan
menilai pelaksanaan rehabilitasi RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan
terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan.

Pasal 11
Pelaksanaan materi muatan Peraturan Walikota ini telah dilaksanakan pada saat
mulai terbentuknya Disperkim yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 13
Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku,
diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan

Peraturan Walikota ini.



Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada Tanggal 21 November 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

( o
Im/
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014




